PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air
bersili dan air minum kepada masyarakat, periu
adanya peningkatan profesionalisme dalam

pengeioiaan PDAM,
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Karanganyar sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan dewasa int
sehingga periu diatur kembali;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah = Kabupeaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tatun 1962 Nomor 10, Tambsahan

Lembarain Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rapublik
indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

Undang-Unddng Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lemtaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4490);




/. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1930 tentang Tata Cara Kerjasama Antara

Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan
Daerah Air Minuin;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minurn;

11. Keputusan Menteri Negazra Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi
Perusahaan Daerah Air Minum.

p)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaiah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adulah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daeran adalah 8upati beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar.

8. Pfafusahaan Daerah Air Minum vyang selanjutnya
disingkat P'DAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
bergerak di bidang pelayanan air minum.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM
Kabupaten Karanganyar.

7. " Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Karangaiyar.
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Pegawai adaiah Pegawai PDAM Kabupaten Karanganyar.

Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,
cacdargan. tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB I
NAMA CAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paéal 2

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il
Karanganyar.

PDAM sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) Fasal ini berkedudukan di Kota
Kabupaten Karanganyar,

PDAM sebagaimana dimaksud paca ayat (1) Pasal ini dapat membuka
Kantor Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB Il
VISI, MISI DAN SEBUTAN PDAM

Pasal 3

Visi PDAM adalah Terwujudnya Kemampuan untuk Memberikan Layanan Air
Bersih secara “Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas dan Tepat Kortinuitas”.

Misi PDAM adalah Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Karanganyar
melalui Kegiatan Usaha Air Bersih yang Dikelola secara Profesional dan
berorientasi pada Keunlungan dengan Tetap Memperhatikan Amanat
Kepentingan Umum serta Kelestarian Lingkungan.

PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
diberikan sebutan PDAM “TIRTA LAWU".

ini
BAB IV
TUJUAN, TUGAS DAN USAHA

Pasal 4

PDAM didirikan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan

air minum dalam rangka meningkatkar derajat kesehatan masyarakat dan
sebagai satah satu sumber pendapatan asli daerah. "

PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi
pemakaian air bersih secara merata dan efisien dalam rangka pemenuhan
kebutuhan air bersih dan air minum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PDAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediazn, dan pengaturan air
persih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

PDAM dapat melakukan kegiatan atau membuka usaha lain yang sejenis
untuk meningkatkan pendapatan PDAM.



BABV
MODAL

Pasal §

(1) Dedgan Peraturan Daerah ini, Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar
Rp 40.000.000.009,00 (empat puluh milyar rupiah).

(2) Modal disetor PDAM sampai Jengan ditetapkan Peraturan Daerah ini
sebesar Rp 19.950.560.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus fima

puluh juta limz2 ratus ribu rupiah).
(3) Modal PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

.(4) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan dipenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. *

(5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PDAM

Pasal 6

(1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan
kepegawaian.
(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bupati selaku pemilik modal;
b. Direksi; dan
¢. Dewan Pengawas.

.

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 7

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Calon Direksi diutamakan bulgan dari Pegawai Negeri Sipil, dan apabila calon
Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus
melepaskan terlebit dahulu status kepegawaiannya.

(3) Batas usia Direksi yang berasai dari luar PDAM pada saat diangkat pertama
kali berumur paiing tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(4) Batas usia Dircksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali
berumur paling tinggi 55 (lima ptiuh lima) tahun.

(5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinga:
60 (enam puluh) tahun.
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Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan :
a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);

b. mempunyai pengataman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM
atau mempunyai pengalaman kerja mininal 15 tahun mengelola
perusahaan hagyi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan
Surat  keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan
penilaian baik:

C. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang
telah terakreditas: dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

d. membuat dan imenyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e. bersedia oekerja penuh waktu:

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatiWakil Bupati atau _Dewan
Pengawas oatau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus
atau ke samping termasuk menantu dan ipar;

9. lulus uji kelayakar. dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim 2hli yang
ditunjuk oleh Bupati.

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan
ketentuan :

a. Tipe A jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 pelanggan dipimpin oleh
1 (satu) orang Direksi dan 2 (dua) orang Kepala Bagian;

b. Tipe B jumlah peianggan 10.001 s/d 30.000 pelanggan dipimpin oleh 1
(satu) orang Direksi dan 3 (tiga) orany Kepala Bagian;

c. Tipe C jumlah pelanggan 30.001 s/d 50.000 peianggan dipimpin oleh 3
(tiga) nrang Direksi dan 6 (enam) orang Kepala Bagian;

d. Tipe D jumliah pelanggan 50.001 s/d 100.00C pelanggan dipimpin oleh 3

(tiga) vrang Direksidan 7 (tujuh) orang Kepala Bagian;

Tipe E jumliah pelanggan lebih dari 100.000 dapat mengembangkan

struktur organisasi sendiri dengan dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi.

Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pqd.a ayat (1) huru‘f. ¢,
huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan asas efisiens! dan efektivitas
pengurusan dan p~ngelolaan PDAM.

Direksi yang ber}'u'mlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e,
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama bgrdasarkan penilalan
terbaik atas hasil uji kge(aygkan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati
terhadap seluruh Direksi.

= e et ! dimaksud pada ayat (1) selama 4
asa jabatan Direksi sepagalmana : t :
?gmpatj) tahun dan dapal diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

gangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini

gleankgukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan
l ) n kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

e,

$




(6) E?T:?;p‘ g?l :(er‘ladl penamibahan jumiah pelanggan sehingga merubah tipe,
'ayat ) re’5| dat_w stn_:ktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada

o k( ) makq Dlreksu_ PDAM yang bersangkutan dapat diangkat kembali

Uk satu kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usianya tidak

melebihi 6C (enam puluh) tahun.
Pasal 10

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
a. jabatan struktural atau fungsional pada instansilembaga Pemerintah
Pusat dan Daerah;
b. anagota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
C. jacatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
dan/atau '
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepeniingan pribadi secara langsung atau
tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas :
a. menyusuri perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh

kegiatan operasional PCAM;

membina pegawai:

mengurus dan mer.geloiz kekayaan PDAM;

menyelenggaraxan administrasi umum dan keuangan;

melaksanakan kegiatan teknis POAM;

menyampaikan dan menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (fima) tahunan
(business plan/corporate plen) yang disahkan Bupati melalui Dewan

Pengawas; _
g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM

. yang merupakan peniabaran tahunan dari Rencana Startegis Bisnis (business
plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

h. menyusun dari menyampaikan lapcran seluruh kegiatan PDAM termasuk
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

o o

~oa

Pasal 12

(1) Laporan ssbagaimara dimaksud Fasal 11 huruf h terdiri dari Laporan
Triwulanan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan
kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan

Pengawas.

(3) Laporan Tahunar, sebagainqana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan
keuangan yang telan diaudi*t dan laporan manajemen yang ditandatangani

bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

(4) Il-aporan Tshunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling
lambat 120 (seratus dua puluh; hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk
disahkan oleh Bupati paling larabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

diterima.




. |D ire;is i Tef‘yeba””as"a". Laporan Tahunan melalui media masa paling
ambal 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda*angani Laporan

Tahunan sebagaimana dimaksud \ . Rt
secara tertulis. pada ayat (3) harus disebutkan alasanny

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai
wewenang : )

a. mengangkal d:n memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan
Kepegawaian PDAM;

b. g\enet{aokan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan
upati;

mengangkat pegawai untuk menduduki j2batan di bawah Direksi;

mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

menuniuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

menandatangani laporan berkala (laporan triwulan dan tahunan);

menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. rnelakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan
kerjasama dengan pihek lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan
Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

@m0 aep

Pasal 14

Untuk mendukung keiancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana
representatife palirg banyak 75% (tujul puluh lima perseratus) dari jurniah
penghasiian Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterimakan pada setiap buian

terakhir.
Pasal 15

(i) Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi
baru masih dalam pioses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat
Direksi lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabal
sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kepuiusan Bupati. ",

(3) Keputusan Bupati‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama
€ {enam) bulan.

4 Pejabai sementara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan

pelantikan dan pgngambilan sumpah jabatan.

Pasal 16

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji den tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. tunjangan javatan;
b. tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;




Q)

)

@)

(o3 tunjjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
d. tunjangan isteri/suami dan anak;
e. tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal PDAM mem ! ; ; ; ;
: peroleh keuntun si mem
jasa produksi. ungan, Direksi memperoleh bagian dari

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Besarnya gaji, tunjangan can jasa produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2} dan (3) ditetapkan oleh Bupati dan kemampuan PDAM.

Jurnlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan
Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak bolen
melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari fotal biaya berdasarkan realisasi
anggaran perusahaan tanun anggaran yang laly

dasal 17

rikan uang jasa pengabdian

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat dibe
rkan usul Dewan Pengawas

yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasa
dan kemampuan PDAM.

Direksi yang diberhentikan dengan h

berakhir dapal diberikan uang jasa penga
ayat (1) dengan syarat telah menjalankan

tahun.

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaiman
(2) didasarkan aias perhitungan lamanya b
dikalikan penghasilan bulan terakhir.

ormat sebelum masa jabatannya
bdian sebagaimana dimaksud pada
tugasnya paling sedikit 1 (satu)

a dimaksud pada ayat (1) dan
ernugas dibagi masa jabatan

Pasal 18

Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
cuti besar paling lama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

cuti bersalin bagi Direktris paling lama 3 (tiga) bulan;

cuti sakit;.

cuti karena alasan penting:

cuti nikah;

g. cuti diluar tanggungan PDAM. "

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
Palaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

00 oo

Pasal 19

Direksi berhenti karena :
3. masa jabatannya berak_hir;
_b. meninggal dunia.
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Direksi diberhentikan karena:
a. permintaan sendiri:
b. r2organisasi:
- mencapai batas usia 60 (enam puluh) tanur;

c
" d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
e

. tenibat dalam tinoak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lebih dari
- (fina) tahun;
f. kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

gemberhen’.ian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
upati, '

Pasaf 20

Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf d dan e ini diberhentikan sementara oleh Bupati atas
usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Pemberhentian seinzntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati disertai dengan nlasan dan diberitahukan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 21

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri
oleh Direksi untuk meretapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau
merehabilitasi.

Spabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi
tidak hadir {anpa alasan yang sah, yang b2rsangkutan dianggap menerima
hasil sidang Dewan Pengawas.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tinaak pidana
dengan pufusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan \ukum tetap yang
bersangkutan diberhentikan dengan tioak hormat.

3agian Kedua
Dewan Pengzwas

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesicnal
dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oieh
Bupati. !

Batas usia Dewan Pengawas paling tlinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
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Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi

persyaratan :

a. menguasai manajernen PDAM:

b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,

¢.” tidak terikat hubungan keluarga dengan Eupati/Wakil Bupati atau Dewan
Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus
atau ke samping termasuk menantu dan ipar;

¢ g:?npunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Jumizh Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM

dengan kelentuan : )

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan
30.000 (tiga puluh ribu);

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga
puluh ribu).

Penentuan jumiah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan eiektivitas

pengambilan keputusan.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua

merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.

Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

selame .3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

Pangangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan apabila terbukti dengan kinerja dalam pengawasar

terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam

meningkatan kinerja pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada

masyarakat setiap tahun.

Pasal 25

Dewan Pengawas memounyai tugas :

a.

b.

melaksanakan pengawasan, pengendalian  dan embi

pengurusan dan pengelolaan PDAM; pembinaan terhadap
memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta
guna perbatkan dan petngembanga,'.\ PD_AM antara lain pengangkatan Direksi,
program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan

PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima
dan rmemeriksa laporan triwulan dan laporan tahunan;

2



c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada
Supati untuk mendapatakan pengesahan.

Pasal 26

Cewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada

Pasal 25 mempunyai wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; 4

b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Disakel ik
mendapatkan pengesahan Bupati;

¢ g‘ém;nla keterangan Direksi mengenai pengelclaan dan pangembingan

AM; .

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian semeriara, rehabilitasi  dan

pemberhentizn Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

(1) Untuk membanty kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibeptuk
Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Direksi atas persetujuan
Dewan Pengawas.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) oiang dan dibebankan pada anggaran
PDAM.

(1) Pembentukan Sekretanat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pésal 28

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 29

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling
banyak 45% (emnpat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

:(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap 2nggota menerima uang jasa paling
banyak 40% (empat puluh perseratus) daii gaji Direktu Utama.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35%
tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 30

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh

bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 2¢ Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada
pasal 28 dan 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan
PDAM.

i




(1)

3)

(1)

(2)

3)

(M

(3)

Pasal 32

JaWas mendapat uang jasa pengabdian yang besamya

Cewan penc
dit . :
etapkan oieh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

_Ea)‘gw.a n p‘:‘"ﬂ'awas_yaﬂg diberhentikan dengan hormat sebelum masa
jabaiannya  herakhir, mendapat . uang jasa pengabdian sebagaimara

+ dimaksud pada ayat (1) dengan syarat tclah menjalankan tugasnya paling

sedikit 1 (satu) tahun,

Besau:nya uarg jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) didasarkan atas perhitungan lamanya tertugas dibagi masa jabatan
dikalikan penghasilan bu'an terakhir,

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

a. masa jabatarinya berakhir:dan

b. meningga! duniz.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
permintaan sendiri:

reorganisasi;

kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
mencapai batas usia €5 (enam puluh) tahun;
melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang gelah
mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima)

tahun;
9. kesehatannya ferganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

Pemberhentian Anggota Dewar Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkar oleh Bupati.

Pasal 34

0 oo0Tow

Anggota Dewan ! Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara
cleh Bupati.

Pemberhentian sementara sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keoutusam Bupati. .
Pasal 35

Paling lambat 1 (satu) buian sejak pemberhentian sementara, Bupati
meiaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentkan atau direhabilitasi.

fam waltu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat

ila da ; i
Apabila a dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara bata! demi

sebagaiman
hukum.

Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota
Dgwan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan

dianggap menerima hasil rapat.




i4)

(1)

(2)

(1)
(2)

. (3)

(4)

- (5)

(6)

7)

Apabila Perbuata
Mmerupakan tingak
yang bersangly

N vang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas
k Dfdana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
tan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
PEGAWAI

Pasal 26

Ketentuan ‘entang kepegawaian PDAM diatur dan ditetapkan oleh Direksi
dengan Persetujuan Bupati,

Peraturan rnen ; . ; . : : 2
rgerai Gaji P ireksi dengan
persetujuan Bupati 4ji Pegawai PDAM ditetapkan oleh D ga

, BAB VIl
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 37

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.

Selamnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi
menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan
Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan

Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diaudit oleh akuntan publik atau auditor lainnya.

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi
dan Dewan Pengawas.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelum berakhirnya tahun buku, Direksi
telah mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM kepada
Bupati melaiui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belurn
mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang diajukan,
dianggap telah disahkan.

Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM dalam tahun yang berjalan
harus mendapatkan pengesahan Bupat: setelah mendapatkan pertimbangan

Dewan Pengawas.

BAB IX
PENETAFAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 38

l.aba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak
dibagi :

a. bagian leba Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus);

. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);

b
¢c. cadangan tujuan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh perseratus);



(2)
3)

(4)

(1

2)

(1

(2)

(M
)

(3)

€. Jasa produksi sabesar 10% (sepuluh perseratus).

3;%'3“ laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
ggarkan dalam ayat penerimaan anggaran tahunan PDAM pada tahun
anggaran berikutnya.

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain

z::::isda"a pensiun Direksi dan pegawai serta untuk keperiuan lain yang
(] . .

s-e ﬂggunaan. iasg produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
tetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB X
DANA PENSIUN

Pasal 39

Direksi dan pegawai PDAM waijib diikutsertakan pada program pensiun yang
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun
Lembaga Keuangan. ;

Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (12
didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagt
Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan peruncang-undangan.

BABXI
TANGGING JAWAB DAN TUNTUTAN GANTi RUGI

Pasal 40

Anggota Direksi dan/atay pegawai PDAM yang dengan senyaja atau karena
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian.

Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB Xl
ASOSIASI DAN KERJA SAMA

¥ Pasal 41

Setiap PDAN: wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum
Seluruh \ndonesia (PERPAMSI).

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan
serla lembaga lainnya dalam qsaha peningkatan modal, manajemen,
profesiona.lisme perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.

PDAM sebagaimana di{na_ksud pada_ ayat (2) dapat memanfaatkan
PERPAMS! sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar
PDAM dalam dan luar negeri dan nerkoordinasi dengan instansi terkait di

pusat dan Jaerah:




BAR XIll
PEMBINAAN

Pasal 4.2
W !:‘L;pa_ti m‘e‘ak”ka“ pembinaan umum terhadap PDAM dalam rangka
2ningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan

otonomi daerah sehingga dapat i sec hat. efekdif, cfisien dan
profesional. gga dapa! beroperasi secara sena,

(2) ga‘am- r-nelaksa"akan pembinaan sebagaimana airnaksud pada ayat (1)
upati dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB XIV
PENMBUBARAN

Pasal 43

(1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Pératuran Daerah.

(2) Untuk melakuanakan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati.

(3) Apabila PDAM dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar
dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik dan/atau
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) Pasal
ini Bupali harus menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawal PDAM.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Penetapan ‘arif PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua kekayaan dan/atau asset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan
dan/atau asset dan kewajiban PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

ini.

BAB XVl .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan herlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidzk berlaku.




Pasal 47

H:ILEal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48
Peraluran Daerah ini in! mulai berlaku pada ianggal diundangkan
Agar selisp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  Lembaran Daerah
Kahupaten Karanganyar

200’-)-

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2S (\v-w\ 2.00'?.
! J

—===E g'{ ARIS DAERAH




PENJELASAN

PERATURAM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

PENJELASAN UMUM

Perusahazn Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang didirikan
berdasarkan Peraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar
Nomor 5 Tahun 1983 tentanj Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Karanganyar dan terakhir diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kararganyar Nomer 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi kondisi saat ini
sehingga periu diatur kembali. Beberapa alasan yang menjadi dasar
perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah dimaksud adalah
tuntutan masyarakat akan kebutuhan dan pelayanan pemenuhan air bersih
dan air minum yang semakin meningkat, adanya perubahan peraturan

perundang-undangan di tingkat pusat khususnya dengan ditetapkannya
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta perlunya penambahan

modal dasar guna peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan
PDAM.

Maksud dan tujuan pengaturan kembal: Peraturan Daerah tentang
Perusahadn Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar adalah untuk

meningkatkan peran dan fungsi PDAM dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan sekaligus sebadai saldh satu sumber pendabatan

asli daereh (nelalui kegiatan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan
pemakaian air bersih dan air minum secara merata dan.efisien dengan
meinperhatikan kelestarian lingkungan

Untuk memberikan landasan hukum terhadap pengaturan kembali

tentang pengelolaan PDAM Kabupaten Karanganyar, perlu diawr dan
ditetapkan cdiengan Peraturan Daerah. '

PENJELASAN PASAI. DEMI PAGAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 = Cukup jelas

“Pasal 3 : : Cukup jelas



Pasal4 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)
Pasal 8

Pasal 9
Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

pasai 21

Pasal 22 ayal (1)

ayat (2) ' :

: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas

* yang dimaksud usaha lain yang sejenis adalah usaha

yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan
air bersih dan air minum.

. Cukup jelas
. Cukup jetas
: Cukup jelas
. yang dimaksud rnelepaskan status kepegawaiannya

adalah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil.

. Cukup jelas-
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas’
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelds
: Cukup jelas
. Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: yang dimaksud dengan pejabat pemerintah dderah

adalah pejabat yang tudas pokok dan funddifya

membina perusahaan daerah. i

Yang dimaksud profesional adalah tenaga profesional
yan memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman
dalam memimpin dan/atau mengelola perusahaan
termasuk mantan unsur Pimpinan Perusahaan Daerah
Air Minum. g

Yang dimaksud masyarakat konsumen adalah tokch
masyarakat pelanggan air bersih dan/atau air minum
yang mengetahui dan memahami manajemen

perusataan dan mampu menjembatani antara PDAM
dengan masyarakat pelanggan.

Cukup jelas




Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27
Pasal 28
Pasa! 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32

Pasal 33 .

Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Fasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasa! 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Fasal 47
Pasal 43

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
© Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup ielas
: Cukup jelas
. Cukup jeias
. Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
. Cukup jelas




